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291JUMLAH ALAT BERAT DI KABUPATEN BANGKA YANG TERDATA BAYAR PAJAK 

 
ekonomi.bisnis.com & convensia.com 

 

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, Yeri, mengatakan, untuk target 

pajak dari alat berat pada 2019 mencapai Rp 282. 837.065 dengan realisasi hingga Juli 

sebesar Rp 243.744.590 atau 86,18 persen. 

Dari total tersebut, sebanyak 291 alat berat yang ada di Kabupaten Bangka wajib 

melakukan pembayaran pajaknya. 

Yeri menjelaskan untuk pemungutan pajak alat berat mereka melakukan pendekatan 

dengan langsung turun ke lapangan mencari pemilik alat berat yang sedang beroperasi di 

wilayah Kabupaten Bangka. 

"Kita melakukan pendekatan dilapangan saja, niat mereka ingun membayar sangat 

bagus, sadar, tentunya pajak alat berat ini masih menjadi potensi, dan kita terus akan 

menggali potensi ini yang masih ada kita, apa sudah membayar pajak," jelas Yeri kepada 

wartawan. 

Dalam mendata alat berat, mereka memberikan pengetahuan serta sosialisasi kepada 

pemilih alat berat, bahwa pajak yang mereka bayar berguna untuk kemajuan Kabupaten 

Bangka. 

"Kita memberikan himbauan kepada perusahaan, miliki alat berat berapa, kita lihat lakukan 

validasi apakah ada yang belum bayar, untuk kita buatkan tagihanya," lanjutnya. 

Lebih jauh, ia mengatakan jumlah alat berat di Kabupaten Bangka saat ini berjumlah 

291 unit, yang wajib membayar pajak kepada daerah. 

"Namun setiap kita turun kelapangan, mencari informasi, siapa pemiliknya, jumlah 

bisa nambah lagi, tentunya ini menjadi potensi yang masih ada, kita berusaha dengan kawan-

kawan di kantor untuk over target pendapatan pajak," katanya. 

Tak hanya itu, kata Yeri mereka juga bekerja sama dengan pihak Desa dan 

Kecamatan untuk mendata pemilik alat berat di wilayah mereka, agar mudah untuk menagih 

serta mendatangi lokasi alat berat tersebut. 

"Untuk nendapatkan potensi itu, kita juga kerja sama dengan, Camat, Kurah, Kades, 

karena mereka yang tahu biasanya keberadaanya, kita tidak ingin kesanya pembiaran, 

sehingga hingga harus turun kelapangan. Harapan kita semoga pemilik alat berat membayar 

pajak, karena hasil pajak akan kembali ke kita juga, yang belum melaporkan silakan laporkan 

nanti kita data," tukasnya. 

 

Sumber Berita:  

Bangkapos, Senin, 5 Agustus 2019 
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Catatan : 

 

 Pajak
i
 alat berat merupakan salah satu jenis Pajak Kendaraan Bermotor yaitu semua 

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya eneegi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor 

yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya 

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 Pengaturan mengenai pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut : 

(1) Objek  Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  kepemilikan dan/atau penguasaan 

Kendaraan Bermotor. 

(2) Termasuk   dalam   pengertian   Kendaraan   Bermotor adalah  kendaraan bermotor 

beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di  semua  jenis  jalan  darat  dan  

kendaraan  bermotor  yang dioperasikan  di  air  dengan  ukuran  isi  kotor  GT  5  

(lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) 

(3) Dikecualikan   dari   pengertian   Kendaraan   Bermotor adalah:   

a. kereta api;  

b. Kendaraan  Bermotor  yang  semata-mata  digunakan untuk keperluan pertahanan 

dan keamanan negara; 

c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,  konsulat,  

perwakilan  negara  asing  dengan asas  timbal  balik  dan  lembaga-lembaga  

internasional yang  memperoleh  fasilitas  pembebasan  pajak  dari Pemerintah; 

dan  

d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

 Subjek Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  orang  pribadi atau Badan yang memiliki 

dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor, sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor, dalam hal Wajib 

Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

 Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dijelaskan sebagai berikut :  

(1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur 

pokok:  

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan  

b. Bobot yang  mencerminkan  secara  relatif  tingkat kerusakan  jalan  dan/atau  

pencemaran  lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.  

(2) Khusus  untuk  Kendaraan  Bermotor  yang  digunakan  di luar  jalan  umum,  

termasuk  alat-alat  berat  dan  alat-alat besar  serta  kendaraan  di  air,  dasar  

pengenaan  Pajak Kendaraan   Bermotor   adalah   Nilai   Jual   Kendaraan Bermotor.  

(3) Bobot dinyatakan  dalam  koefisien  yang  nilainya  1  (satu)  atau lebih  besar  dari  1  

(satu),  dengan  pengertian  sebagai berikut:  

a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau  pencemaran  

lingkungan  oleh  penggunaan Kendaraan  Bermotor  tersebut  dianggap  masih  

dalam batas toleransi; dan  

b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut 

dianggap melewati batas toleransi. 
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(4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas 

suatu Kendaraan Bermotor.  

(5) Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data 

yang akurat.  

(6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada 

minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.  

(7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai 

Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-

faktor:  

a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;  

b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;  

c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;  

d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang 

sama;  

e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;  

f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan  

g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang 

(PIB).  

(8) Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:  

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat 

Kendaraan Bermotor;  

b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, 

listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan. 

c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang 

dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.  

(9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam  suatu  

tabel  yang ditetapkan  dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat 

pertimbangan dari Menteri Keuangan.  

(10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau  kembali setiap 

tahun. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor  

(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:  

a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah  sebesar  1%  (satu  

persen)  dan  paling  tinggi sebesar 2% (dua persen);  

b. untuk  kepemilikan  Kendaraan  Bermotor  kedua  dan seterusnya    tarif  dapat  

ditetapkan  secara  progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling 

tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).  

(2) Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor  didasarkan  atas  nama dan/atau alamat yang 

sama.  

(3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, 

sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, 

Pemerintah  Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,    

ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 

sebesar 1% (satu persen).  

(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling 

rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma 

dua persen).  

(5) Tarif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  ditetapkan  dengan Peraturan Daerah. 
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

 Besaran  pokok  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  terutang dihitung  dengan  cara  

mengalikan  tarif  dengan dasar pengenaan pajak, Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  

terutang  dipungut  di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Pemungutan   

Pajak   Kendaraan   Bermotor   dilakukan bersamaan   dengan   penerbitan   Surat   Tanda   

Nomor Kendaraan Bermotor. Dan Pemungutan  pajak  tahun  berikutnya  dilakukan  di  

kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 Masa pajak dan restitusi :  

(1) Pajak  Kendaraan  Bermotor  dikenakan  untuk  Masa  Pajak 12  (dua  belas)  bulan   

berturut-turut  terhitung  mulai  saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.  

(2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. 

(3) Untuk  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  karena  keadaan kahar (force majeure) 

Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas)  bulan,  dapat  dilakukan  restitusi  atas  

pajak  yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.  

(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan restitusi diatur dengan 

Peraturan Gubernur.  

(5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh  persen),  

termasuk  yang  dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk 

pembangunan   dan/atau   pemeliharaan   jalan   serta peningkatan moda dan sarana 

transportasi umum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  
bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  
digunakan untuk  keperluan  Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 


